
 

 

 

 

 

 BUPATI PATI  

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR  45 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN 

PELAPORAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan 

penerbitan dokumen kependudukan perlu adanya 

fasilitasi dan pemberian kemudahan dalam proses 

pengurusan berupa pembebasan denda administrasi 

atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan 

dokumen kependudukan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Pembebasan Denda Administrasi Atas 

Keterlambatan Pelaporan Dalam Pengurusan  

Dokumen Kependudukan; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lebaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

SALINAN 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5475); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 44) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 

2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

((Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor  88); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

 

 



 

 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99); 

9. Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten 

Pati Tahun 2010 Nomor 110); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN DENDA 

ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN 

DALAM PENGURUSAN  DOKUMEN KEPENDUDUKAN. 

     BAB I 

  KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pati. 

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 

selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas  Kependudukan  

dan   Pencatatan  Sipil Kabupaten pati. 

5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen 

dan data kependudukan melalui pendaftaran   

penduduk,   pencatatan sipil,  pengelolaan  informasi 

administrasi kependudukan serta pendayagunaan 

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan 

sektor lain. 

6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang 

Asing yang bertempat tinggal di Daerah. 

 

 



7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang 

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai 

kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang 

dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil; 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan 

kemudahan dalam pengurusan dokumen bagi penduduk 

daerah; 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : 

a. Mendukung pemenuhan hak sipil penduduk 

khususnya dalam hal kepemilikan dokumen 

kependudukan; 

b. Terpenuhinya tertib administrasi kependudukan. 

BAB III 

JENIS DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

Pasal 3 

 Jenis Dokumen Kependudukan meliputi : 

a. Surat Keterangan Pindah; 

b. Surat Keterangan Pindah Datang; 

c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 

d. Surat Keterangan Datang ke Luar Negeri; 

e. Kartu Keluarga; 

f. Akta Perkawinan; 

g. Pembatalan Akta Perkawinan; 

h. Akta Perceraian; 

i. Pembatalan Akta Perceraian; 

j. Akta Kelahiran; 

 

 

 

 

 



 

 

k. Akta Kematian; 

l. Akta Pengakuan anak; 

m. Akta Pengangkatan Anak; 

n. Akta Pengesahan Anak; dan 

o. Perubahan akta-akta Pencatatan Sipil. 

BAB IV 

PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI 

Pasal 4 

Pembebasan denda administrasi atas keterlambatan 

pelaporan dalam pengurusan dokumen kependudukan 

diberikan kepada penduduk daerah dilaksanakan pada 

waktu tertentu atau kegiatan/program khusus yang 

diselenggarakan oleh Dinas yang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

BAB V 

TATA CARA  

Pasal 5 

Tata cara pembebasan denda sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 adalah sebagai berikut: 

a. Penduduk daerah mengajukan permohonan melalui 

program khusus yang diadakan Dinas; 

b. Penduduk daerah mendaftarkan berkas permohonan 

lengkap ke Dinas; 

c. Petugas Dinas mendaftar, melakukan verifikasi dan 

validasi data; 

d. Dinas membebaskan denda keterlambatan atas 

pengurusan dokumen kependudukan; 

e. Dinas menerbitkan dokumen kependudukan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal  29 Juli 2017 

BUPATI PATI 

 ttd. 

HARYANTO 

 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal  29 Juli 2017 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

          ttd.  

           SUHARYONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN  2017 NOMOR  45 

 
 

 


